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BAB 11

HAKIM DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PENJATUHAN

PUTUSAN BERDASARKAN TEORI KEADILAN RESTORATIF

A. Pengertian Hakim dan Teori Kekuasaan Kehakiman
Di antara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam
melaksanakan penegakan hukum ialah hakim. Hakimlah yang pada akhirnya
menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual,
moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan.
1. Pengertian Hakim
Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP vyang
menyebutkan bahwa :
“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang

oleh Undang-Undang untuk mengadili.”

Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal
1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa :

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan
peradilan tersebut.”
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2. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti
yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk
diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-
undang”.

Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh
Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu
kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi
oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak
dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang
terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap
terikat pada peraturan hukum yang ada.

Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-
Undang nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan  Pancasila, demi
terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-

benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan

kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa :*’

7 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama,
Bandung, 2003, him. 26-27.
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“Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah,
bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari
selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan
melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku
dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas
menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa
dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk
menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat
Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.”

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memimpin
jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan
kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk
bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Dengan
demikian diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakimlah
yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah
bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya
dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan
hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan

hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli

hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin.

Menurut Muchsin bahwa :*

“Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula
dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak
(impartial judge). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan
secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim
harus memihak kepada yang benar.”

*® Muchsin. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi. STIH IBLAM,
Jakarta, 2004, him. 20.
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Menurut Andi Hamzah bahwa :*°

“Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat
sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak
memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan
perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut
hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah,
misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum
dalam KUHAP”
Selain itu hakim dalam mengadili harus mempertimbangkan dan

menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 48 tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk

memeriksa dan mengadilinya.”

Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang
berbunyi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat.”

* Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Bandung, 2008, him. 91.
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Berpijak dari Undang-Undang tersebut diatas maka dalam
mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak

sebagai berikut :

a) Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undangnya sudah jelas
tinggal menerapkan saja hukumnya.

b) Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim
akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metoda
penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.

c) Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang
mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan
menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat.

Pada akhirnya hakim harus memutuskah perkara yang diadilinya
semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada
membeda-bedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya.

Agar supaya putusan hakim diambil secara adil dan obyektif
berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, maka selain pemeriksaan
harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum (kecuali
Undang-Undang menentukan lain), juga hakim wajib membuat
pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus
perkaranya. Demi mencegah subyektivitas seorang hakim, maka Pasal 5

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menentukan bahwa :
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“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat”.

Menurut Roeslan Saleh bahwa :>°

“Tentu saja menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang
baik dan benar yang sesuai dengan Pancasila dan “According
to the law of civilizied nations ”. ”

Apabila hakim memutus berdasarkan hukum/undang-undang
nasional, maka ia tinggal menerapkan isi hukum/undang-undang tersebut,
tanpa harus menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, karena
hukum/undang-undang nasional adalah ikatan pembuat Undang-Undang
(DPR bersama Pemerintah) atas nama rakyat Indonesia. Akan tetapi bila
hukum/undang-undang tersebut adalah produk kolonial atau produk zaman
orde lama, maka hakim dapat menafsirkan agar dapat diterapkan yang
sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini. Dalam hal ini hakim harus
menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Demikian pula
dalam hal hukum/undang-undangnya kurang jelas atau belum
mengaturnya dan khususnya dalam hal berlakunya hukum adat atau
hukum tidak tertulis, maka hakim perlu menggali nilai-nilai hukum dalam
masyarakat, hakim harus menemukan hukum yang sesuai dengan

kebutuhan zaman.

% Roeslan Saleh, op.cit, him. 45.
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Dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang baik dalam
masyarakat untuk kemudian disaringnya menurut rasa keadilan dan
kesadaran hukumnya sendiri, maka hakim berarti telah memutus perkara

berdasarkan hukum dan rasa keadilan dalam kasus yang dihadapinya.

. Peran Hakim dalam penemuan hukum dan penciptaan hukum dalam

menyelesaikan perkara di Pengadilan

Seandainya dalam menemukan hukumnya, hakim berpendapat
bahwa bila nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak sesuai
dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I-1V atau
perundang-undangan lainnya, maka hakim tidak wajib mengikutinya
karena hakimlah yang oleh negara diberi kewenangan untuk menentukan
hukumnya bukan masyarakat.

Ahmad Rifai menyatakan :**

“Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua
persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun
praktis. Yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini ialah
bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta
pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat
dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak
jarang dengan putusannya, membentuk yurispundensi yang
dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum).
Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah
bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat
menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh
mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang
bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya Kkarena
dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.”

Karena itulah tugas hakim menjadi lebih berat karena ia akan

menentukan isi dan wajah hukum serta keadilan dalam masyarakat kita, ia

*! Ahmad Rifai, op.cit, him. 20.
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merupakan penyambung rasa dan penyambung lidah, penggali nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, ia pula yang diharapkan oleh
masyarakat menjadi benteng terakhir dalam menegakkan hukum dan
keadilan dalam negara.

Pada kenyataannya hakim dalam memeriksa dan memutus perkara
sering menghadapi suatu keadaan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata
tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan
seringkali hakim harus menemukan sendiri hukum itu dan/atau
menciptakan untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutus
suatu perkara hakim harus mempunyai inisiatif sendiri dalam menemukan
hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum
tidak ada, tidak lengkap atau hukum samar-samar.

Masalahnya sekarang adalah prosedur pembuatan putusan yang
baik agar dapat menjadi referensi terhadap pembaruan hukum, dalam era
reformasi dan transformasi sekarang ini. Untuk itulah hakim harus
melengkapi diri dengan ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum dan
sosiologi hukum.

Wildan Suyuti Mustofa menyatakan :>2

“Hakim tidak boleh membaca hukum itu hanya secara normatif
(yang terlihat) saja. Dia dituntut untuk dapat melihat hukum itu
secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan. Dia
harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu
ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan

bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal
itu.”

%2 Wildan Suyuthi Mustofa, op.cit, him. 98.
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Hakim dalam pemeriksaan dan memutus perkara ternyata
seringkali menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada
tidak dapat secara pas untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang
dihadapi. Hakim harus mencari kelengkapannya dengan menemukan
sendiri hukum itu.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa :

“Kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung
jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam
suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas.
Maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan
yang dapat mencakup akan keseluruhan kehidupan manusia,
sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang
selengkap-lengkapnya dan yang sejelas-jelasnya. Oleh karena
hukumnya tidak jelas maka harus dicari dan ditemukan.”

Untuk itu, hakim harus menerapkan hukum sesuai dengan
peraturan perundang-undang yang mencakup dua aspek hukum : pertama
hakim harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, akan tetapi
apabila hukum tertulis tersebut ternyata tidak cukup atau tidak pas, maka
keduanya barulah peran seoramg hakim untuk melakukan, mencari dan
menemukan sendiri hukum itu dari sumber-sumber hukum lainnya.

Sumber-sumber hukum tersebut adalah yurispundensi, dokirin,
traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Hakim di Indonesia berhak untuk melakukan penemuan hukum

(rechtsvinding) dan penciptaan atau pembentukan hukum (Rechts

schcpping) dan tidak  hanya  sekedar corong dari  undang-

%% Sudikno Mertokusumo, op.cit, him. 49.
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undang (rechtstoepassing) berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 48

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa :
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat.”

Dalam hal menemukan hukum untuk memutuskan suatu perkara
dimana seorang hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-
nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dapat
dipahami bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai

dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.”

Dari ketentuan diatas tersirat secara yuridis maupun filosofis,
hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan
penemuan hukum dan penciptaan hukum, agar putusan yang diambilnya
dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Ketentuan ini berlaku bagi semua hakim dalam semua lingkungan
peradilan dan dalam ruang lingkup hakim tingkat pertama, tingkat banding

maupun tingkat kasasi atau Hakim Agung.

Hal yang sangat menarik ialah : “Dalam memeriksa perkara,
Mahkamah Agung berkewajiban mengadili, mengikuti dan memahami
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Disebut menarik karena
tugas dan tanggungjawab seorang Hakim Agung karena keluhuran

jabatannya dapat melakukan penemuan hukum bahkan kalau mungkin
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terobosan hukum dalam upaya mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan
masyarakat melalui putusan-putusan yang diambilnya dalam penyelesaian

perkara yang disodorkan kepadanya.

Hakim Agung sebagai hakim kasasi, memang tidak merekonsiliasi
fakta-fakta, tetapi hanya menilai apakah judex facti benar atau salah dalam
menegakkan hukum, yakni ketika memasuki tahapan kualifikasi dan tahap
konstitusi. Kecuali dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) di mana
Hakim Kasasi dalam mengabulkan permohonan tersebut dan memutuskan
untuk mengadili kembali, maka dalam hal ini Hakim Agung selaku hakim
kasasi bertindak tidak semata-mata sebagai Judex Jurist tetapi juga

bertindak sebagai Judex Facti.
Sudikno Mertokusumo menyatakan : >*

“Pada dasarnya hakim memang harus menegakkan hukum
yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Adanya
hukum vyang tertulis dalam bentuk perundang-undangan
sebagai wujud dari asas legalitas memang lebih menjamin
adanya kepastian hukum. Tetapi undang-undang sebagai
produk politik tidak mudah untuk diubah dengan cepat
mengikuti perubahan masyarakat. Disisi yang lain dalam
kehidupan modern dan kompleks serta dinamis seperti
sekarang ini, masalah-masalah hukum yang dihadapi
masyarakat semakin banyak dan beragam yang menuntut
pemecahannya segera.”

Secara tekstual sebagaimana telah disebutkan undang-undang
memang menuntut hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam

masyarakat, yang secara filosofis bearti menuntut hakim untuk melakukan

% Sudikno Mertokusumo, op.cit, him. 75.
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penemuan hukum dan penciptaan hukum. Dengan dalih kebebasan hakim
atau dengan dalih hakim harus memutus atas alasan keyakinannya, lalu
hakim boleh sekehendak hatinya melakukan penyimpangan terhadap
undang-undang (contra legem) atau memberi interpretasi atau penafsiran
terhadap undang-undang jawabnya tentu saja tidak, karena hal itu akan
menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum. Penemuan dan
penciptaan hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan
atas prisnsi-prinsip dan asas-asas tertentu.yang menjadi dasar sekaligus
rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam

menemukan dan menciptakan hukum.

Dalam upaya penemuan dan penciptaan hukum, maka seorang
hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen | sampai 1V, Undang-Undang

No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat

ditemukan beberapa prinsip sebagai berikut :

a) Putusan pengadilan adalah untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini diambil dari
alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi

lima dasar negara yang disebut Pancasila. Prinsip ini merupakan



b)

S7

landasan filosofis setiap hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu

perkara.

Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa. Asas atau prinsip ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

yang dalam penjelasannya dinyatakan sesuai dengan pasal 29 Undang-

Undang Dasar tahun 1945 Amandemen 1 sampai 4. Dalam prakteknya

kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus

dijadikan kepala putusan (irah-irah) dalam setiap putusan Pengadilan,
jika tidak maka putusan tersebut tidak mempunyai daya eksekutorial.

Prinsip Kemandirian Hakim.

1) Prinsip ini tertuang dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar
tahun 1945 jo. Pasal 1 dan Undang-Undang. No. 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 24 ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 dan pasal 1 Undang-Undang No. 48
tahun 2009 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah
kekuasaan negara yang merdeka.

2) Dalam penjelasan terhadap pasal 1 tersebut disebutkan bahwa
kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak
kekuasaan extra judisial kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar tahun 1945, sedangkan pasal 3 Undang-
Undang No. 48 tahun 2009, menegaskan hakim harus bersikap

mandiri.
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d) Prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara.

1) Prinsip ini tertuang dalam pasal 10 ayat (1) yang menyatakan
bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa,
mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih
bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk
memeriksa dan mengadilinya.

e) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

1) Prinsip tersebut di atas dimaksudkan agar putusan hakim dapat
sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat berkaitan
dengan prinsip putusan yang bersifat keadilan restoratif.

B. Teori Keadilan Restoratif
1. Konsep Keadilan Restoratif
Konsep dan teori pemidanaan terus mengalami perkembangan
mulai dari teori keadilan tradisonal seperti retributive justice hingga teori
keadilan moderen seperti restorative justice. Eva Achjani Zulfa
menyatakan :>°

“Tidak mudah untuk memberikan definisi restorative justice,

sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang

dalam penerapannya. Oleh karena itu, banyak terminologi yang

digunakan untuk menggambarkan konsep restorative justice,

seperti communitarian justice (keadilan komunitarian), positive

justice (keadilan positif), relational justice (keadilan

relasional), reparative justice (keadilan reparatif), dan
comunitty justice (keadilan masyarakat).”

% Eva Achjani Zulfa, lo.cit.
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Muladi, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi

restorative justice atau keadian restoratif yang diartikan sebagai :*°
“Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang
terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil
dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula,
bukan pembalasan.”

Istilah restorative justice diciptakan oleh seorang psikolog Albert
Eglash pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi atau
pampasan. Keadilan restoratif ini sangat peduli dengan usaha membangun
kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak
sekedar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat.

Keadilan restoratif dikatakan oleh Sarre yaitu :*

“sebagai pertanda (hallmark) dari sistem peradilan pidana
modern. Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan
keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang
kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat
permusuhan/perlawanan (adversarial system), proses keadilan
restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak
yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para
pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan.”

Hal ini dapat dikatakan bahwa proses yang melibatkan semua
pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama

berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani

setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.

% Muladi, Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana, Makalah disampaikan
dalam seminar IKAHI tanggal 25 April 2012, him. 1.

> Tony F Marshall, Restoratiev Justice , An Overview Home Office, London, 1999, him.
28.
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Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa :

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban,
dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan
kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Dari definisi yang disampaikan di atas maka dapat kita mengetahui

karakteristik dari restorative justice. Muladi secara rinci menyatakan

beberapa karakteristik dari restorative justice, yaitu :>®

Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang
lain dan diakui sebagai konflik,

Titik perhatian pada pemecahan masalah, pertanggung jawaban, dan
kewajiban pada masa depan,

Sefat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi,

Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan
restorasi sebagai tujuan utama,

Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas
dasar hasil,

Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial,

Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative,

Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah
maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, pelaku tindak
pidana didorong untuk bertanggung jawab,

Pertanggung jawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak
permohonan terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan
yang terbaik,

Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan
ekonomi, dan

Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Lebih lanjut Muladi mengatakan bahwa :°

“Tujuan utama restorative justice adalah pencapaian keadilan
yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di
dalamnya, dan tidak sekadar mengedepankan penghukuman.
Keadilan yang saat ini dianut, yang oleh kaum abolisonis

%8 |bid, him 2-3.
% bid, him 2-3.
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disebut sebagai keadilan retributif, sangat berbeda dengan
keadilan restoratif.”

Menurut keadilan retributif, kejahatan dirumuskan sebagai
pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Selain itu, keadilan retributif
berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana
dirumuskan dalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif
berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai
dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu
memutuskan mana yang paling baik. Di lihat dari sisi penerapannya,
keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjeraan dan

pencegahan, sedangkan keadilan restoratif menerapkan restitusi.

. Eksistensi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Eksistensi proses restorative justice sebagai alternatif penyelesaian
perkara pidana sangat ditentukan oleh legal culture baik dari masyarakat
termasuk aparatur penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya
mengedepankan penerapan aturan membuktikan kesalahan pelaku dan lalu
menghukumnya tidak bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah
hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah
melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang
sangat populis di dalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh

kepentingan pelaku, masyarakat dan negara.
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Martin Stephenson menyatakan :*°

“Restorative justice lebih pada penyelesaian masalah antara
para pihak dalam hubungan sosial dari pada menghadapkan
pelaku dengan aparat pemerintah. Falsafat just peace principle
diintegrasikan dengan the process of meeting, discussing and
activety participating in the resolutian of the criminal matter.
Integrasi pelaku di satu sisi dan kesatuan untuk mencari solusi
serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. «

Di Indonesia Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat
perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara
lain digunakannya pendekatan restorative justice melalui sistem diversi.
Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum
dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada
seluruh tahapan proses hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,
dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali

pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

% DS. Dewi dan Fatahillah A.Syukur, Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak
Indonesia “Mediasi Penal”, Indie Publishing, Depok 2011, him. 41.
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Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan
Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :

a) penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan
lain dalam Undang-Undang ini;

b) persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan
peradilan umum; dan

C) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan
selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani
pidana atau tindakan.

Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah
pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke
proses di luar peradilan pidana.

Restorative justice telah lama diterapkan dalam masyarakat
Indonesia, contoh seorang pelaku yang menabrak orang lain yang
menimbulkan cidera atau meninggal, tidak jarang serta merta berusaha
memberi perhatian dengan mengambil tanggungjawab pengobatan,
memberi uang duka, meminta maaf, dan sebagainya. Hal ini disebutkan di
atas bisa juga dikatakan sebagai bentuk penghukuman pemidanaan
terhadap pelaku atas apa yang telah dilakukannya, meskipun

sesungguhnya kelalaian yang mengakibatkan seseorang meninggal atau
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mengalami luka-luka dapat dikenakan pidana penjara berdasar Pasal 359,
360 KUHP.

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai
konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana
(formal dan materil). Restorative Justice harus juga diamati dari segi
kriminologi dan sistem pemasyarakatan.

Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum
sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (integrated justice), yaitu keadilan
bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal
inilah yang mendorong ke depan konsep “restorative justice”.

Kemudian Bagir Manan dalam tulisannya juga, menguraikan
tentang substansi restorative justice” yaitu: ®

“Restoratif Justice adalah suatu yang berisi prinsip-prinsip,
antara lain. Membangun partisipasi bersama antara pelaku,
korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu
peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban,
dan masyarakat sebagai “stakeholders” yang bekerja bersama
dan langsung berusaha menemukan penyelesaian Yyang
dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions).”

Berbicara sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah
sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.
Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar

berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem peradilan pidan

dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan

® Bagir Manan, Perlu Ada Perdamaian di Luar Pengadilan, Media Indonesia, Jakarta,
2000, him. 2.



65

masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan diputuskan bersalah serta
mendapat pidana.
Menurut Remington dan Ohlin menyatakan :*

“criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian
pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan
pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan
hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik
administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.”

Pengertian sistem ini sendiri mengandung implikasi suatu proses
interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk
memberikan  hasil  tertentu  dengan  segala  keterbatasannya
Istilah criminal justice system Hagan membedakan criminal justice system
dengan criminal justice process :*®

“Criminal justice process diartikan sebagai setiap tahap dari
suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam
proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.
Sedangkan criminal justice system adalah interkoneksi antara
keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses
peradilan pidana.”

Menurut Muladi menyatakan :%*

“Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah :

a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga
masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan
yang bersalah dipidana; dan

c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan
kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.”

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem peradilan

pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga

%2 Muladi, Kapita Selekta Peradilan Pidana, Badan Penerbit Univ. Diponegoro,
Semarang, 2002. him. 22.

® Ibid, him. 23.

* Ibid, him. 25.
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pemasyarakatan (LP). Keempat komponen ini diharapkan bekerjasama

membentuk apa yang dikenal dengan intergrated criminal justice system.

Muladi menegaskan bahwa :*°
“Makna Integrated criminal justice system merupakan suatu
sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat
dibedakan dalam :

a) Sinkronisasi struktural (structural syncronization) adalah
keserampakan atau keselarasan dalam rangka hubungan
antarlembaga penegak hukum;

b) Sinkronisasi substansi (substansi syncronization) adalah
keserampakan atau keselarasan yang bersifat vertical dan
horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan

c) Sinkronisasi cultural (cultural syncronization) adalah
keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-
pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh
mendasari jalannya sistem peradilan pidana.”

Dalam sistem peradilan pidana dikenal 3 (tiga) bentuk
pendekatan, antara lain :

a) Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum
sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang
berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

b) Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak
hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki
mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun
yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang

berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah

sistem administrasi.

% Muladi, op.cit, him. 23.



67

c) Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial
sehingga masyarakat ikut bertanggung jawab atas keberhasilan
atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum
tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan
adalah sistem sosial.

Menurut Muladi bahwa :%

“Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network)

peradilan yang menggunakan hukum pidana materril, hukum

pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.”

Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat
yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian
hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sehingga
sistem peradilan pidana tidak hanya mengejar kebenaran formal tetapi juga
kebenaran materiil atau nilai-nilai yang hidup dan diakui dalam
masyarakat.

C. Macam-macam Putusan Hakim Menurut KUHAP

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum,
yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap
peristiwva yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum.

Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang

% Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni,
Bandung, 1984, him. 77.
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bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam

pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

disebutkan bahwa :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan
dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa
pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-
undang ini.”

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib
2. Putusan Bebas

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Sebelum membicarakan putusan akhir tersebut, perlu kita ketahui pada
waktu hakim menerima suatu perkara dari penuntut umum dapat diterima.
Putusan mengenai hal ini bukan merupakan keputusan akhir (vonis), tetapi

merupakan suatu ketetapan.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis). Dalam
putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah
dipertimbangkan dalam putusannya. Berbeda dengan Ned. Sv. Yang tidak
menyebut apakah yang dimaksud dengan putusan (voniss). Itu, Pasal 1 butir
11 KUHAP Indonesia memberi definisi tentang putusan (voniss) sebagai

berikut :
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“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan
dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa
pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang

ni.”
Tentang kapan suatu putusan pemidanaan dijatuhkan, dijawab oleh

Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka

pengadilan menjatuhkan pidana.”

Dapat dibandingkan dengan perumusan van Bemmelen sebagai

berikut:®’

“Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de
overtuinging heft verkregen, dat de verdachte het the laste
gelegde feit heft began en hij feit en verdachte ook strafbaar ”

(Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah
mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan
perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa
pebuatan dan terdakwa dapat dipidana).

Selanjutnya tentang putusan bebas (vrijspraak) dijatuhkan

apabila memenuhi Pasal 191 ayat (1) KUHAP :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di
sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka

terdakwa diputus bebas.”

87 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, him. 286.
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Andi Hamzah menyatakan bahwa :°®

“Perlu dicatat di sini bahwa kurang tepat dipakai kata
“kesalahan” di situ, karena jika kesalahan tidak terbukti, maka
putusan mestinya lepas dari segala tuntutan hukum. Jika
perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi terdakwa tidak
bersalah karena tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf.
Jadi lebih tepat dipakai kata “perbuatan” di situ, sehingga
berbunyi “....perbuatan yang didakwakan tidak terbukti
dilakukan terdakwa....”

Selanjutnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut

KUHAP Pasal 191 ayat (2) KUHAP :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu
tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus

lepas dari segala tuntutan hukum.”
Andi Hamzah menyatakan bahwa :*°

“Sebenarnya kalua perbuatan yang didakwakan kepada
terdakwa buka delik (tindak pidana), maka dari permulaan
seharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa (niet
ontvankelijk verklaring van het openbare Ministerie).”

Jadi, di belakang kata “tetapi” pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP
tersebut tertulis “...perbuatan yang didakwakan kepada
terdakwa, terdakwa tidak bersalah (sengaja atau alpa) atau
tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (feit d’excuse).”

Andi Hamzah menyatakan bahwa Sesudah putusan pemidanaan
diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang

apa yang menjadi haknya, yaitu :"°

® Ibid, him. 287.
% 1bid, him. 288.



71

=

Hak segera menerima atau segera menolak putusan

2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima
atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang
ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau
setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak
hadir (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam
tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk
dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan
(Pasal 169 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana jo. Undang-Undang Grasi).

4. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari
setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan
diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 196 ayat (3)
jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana).

5. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud

pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti

ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidanayang menyatakan bahwa selama

perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi,

permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan
dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam

perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Syarat sahnya suatu putusan hakim sangat penting artinya karena akan
dilihat apakah suatu putusan memiliki kekuatan hukum atau tidak. Pasal 195
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan bahwa “Semua
putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila
diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.” Dari hal itu dapat

dilihat bahwa syarat sahnya suatu putusan hakim adalah :

1. Memuat hal-hal yang diwajibkan

© Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi,
Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, him. 53.
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2. Diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum

Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman menyebutkan :
“Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan
dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa
dihadiri terdakwa.”
Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 196 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

1) Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya
terdakwa, kecuali dalam hal Undang-undang ini
menentukan lain.

2) Dalam hal lebih dari seorang terdakwa dalam suatu
perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya
terdakwa yang ada.

Dengan demikian pada saat hakim menjatuhkan putusan, terdakwa
harus hadir dan mendengarkan secara langsung tentang isi putusan tersebut.
Apabila terdakwa tidak hadir, maka penjatuhan putusan tersebut harus
ditunda, kecuali dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu
perkara, tidak harus dihadiri oleh seluruh terdakwa. Berdasarkan Pasal 196
ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana putusan dapat diucapkan
dengan hadirnya terdakwa yang ada. Dan dalam penjelasan Pasal 196 ayat (2)
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa setelah
diucapkan putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun

yang tidak hadir.
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Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa :

“Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Berdasarkan pendapat dari Ahmad Rifai bahwa : ™

“Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan
tugasnya, Hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada
hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat tetapi juga
bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Selanjutnya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

1. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim
yang bersifat rahasia.

2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib
menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap
perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan.

3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai
mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat
dalam putusan.”

Dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, dan berdasarkan
ayat (2) pasal tersebut kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang

tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Adapun formalitas yang

™ Ahmad Rifai, op.cit, him. 43.
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diwajibkan untuk dipenuhi di dalam putusan hakim sebagaimana diatur dalam

Pasal 197 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah:

1. Surat putusan pemidanaan memuat :

a.

b.

Kepala putusan yang dituliskan berbunyi :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”

Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di
sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari
putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan
terdakwa.

Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali
perkara diperiksa oleh hakim tunggal.

Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhinya semua
unsur dalam tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan

pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
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J. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan drengan
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang
bukti.

k. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau letaknya dimana
kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu.

I. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau
dibebaskan.

m. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang
memutus dan nama panitera.

2. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, ],
k, dan | pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Dalam pelaksanaan putusan pengadilan setelah selesai proses persidangan,
maka hakim mengambil keputusan yang diucapkan di muka sidang yang
terbuka untuk umum, maka selesai pulalah tugas hakim dalam
penyelesaian perkara pidana. Keputusan itu sekarang harus dilaksanakan
dan hal itu tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh hakim. Putusan hakim
tersebut baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah mempunyai

kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-X1/2013 yang

dalam amarnya memutuskan bahwa :

1. Pasal 197 ayat (1) huruf | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
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bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak
memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf | Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal
demi hukum;

2. Pasal 197 ayat (1) huruf | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat
putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1)
huruf | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum;

3. Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
selengkapnya menjadi, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf
a, b, c, d, e f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi

hukum™;

Selanjutnya dalam tugas pelaksanaan putusan hakim yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap ini dibebankan kepada penuntut umum

(Jaksa) sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:
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Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan:

“Pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut dilakukan oleh

jaksa”.

Penjabaran Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman ini dilaksanakan dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 270 sampai dengan 276.

Berdasarkan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang untuk itu

panitera mengirim surat putusan padanya”.

Syarat untuk menjalankan keputusan hakim ialah bahwa
keputusan itu telah menjadi tetap tidak boleh diubah lagi, dengan
pengertian segera setelah keputusan itu tidak lagi terbuka sesuatu jalan
hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk merubah putusan
itu, seperti perlawan verstek, naik banding, atau kasasi. Dengan
demikian selama terhadap putusan itu masih dapat dilawan, dibanding
atau dimintakan kasasi, maka selama itu keputusan tersebut belum

menjadi tetap dan tidak dapat dilaksanakan.

Suatu keputusan hakim menjadi tetap, jika semua jalan hukum

biasa untuk merubah keputusan itu seperti perlawanan verstek,



banding, dan kasasi telah digunakan, tapi ditolak oleh instansi yang
bersangkutan (tidak berhasil) atau putusan telah diterima oleh
terpidana dan penuntut umum atau waktu yang disediakan telah lewat
tanpa digunakan oleh pemohon untuk banding, kasasinya dicabut oleh

yang bersangkutan.

Setelah Jaksa menerima kutipan surat putusan yang telah
menjadi tetap dari panitera pengadilan, maka telah saatnya jaksa
melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tersebut.

Adapun keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap itu adalah :

1. Melaksanakan Pidana Pokok

a. Pelaksanaan Pidana Mati
Pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut
ketentuan Undang-undang (Pasal 271 Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana)

b. Pelaksanaan Hukuman Penjara
Pelaksanaan pidananya itu dijalankan berturut-turut dimulai
dengan pidana yang dijatunkan terlebih dahulu. Jadi
dilaksanakan secara berkesinambungan diantara pidana yang
satu dengan yang lain (Pasal 272 Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana)
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c. Pelaksanaan Hukuman Kurungan

d. Pelaksanaan Hukuman Denda

Kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk
membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan
cepat yang harus seketika dilunasi (Pasal 273 ayat (1) Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana). Jika ada alasan kuat, jangka waktu
tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan (Pasal 273

ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

2. Pelaksanaan Pidana Tambahan

Pelaksanaanya dilakukan dengan pengawasan serta
pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut Kketentuan
undang-undang (Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana).

a. Pencabutan beberapa hak tertentu
b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman putusan hakim

Dalam pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan, Undang-
undang nomor 14 tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun
1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 54
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ayat (3), memberikan tugas baru bagi para hakim, yang dalam

perundang-undangan sebelumnya tidak diatur.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
Dalam hal putusan pengadilan tersebut berupa perampasan
kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat yang diharapkan
juga bertanggung jawab atas putusan yang dijatuhkannya, tidak
terhenti pada saat menjatuhkan putusan tersebut. Dia harus mengetahui
apakah putusan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan itu
dilaksanakan dengan baik yang didasarkan kepada asas-asas
kemanusiaan serta peri keadilan, terutama dari petugas-petugas yang
harus melaksanakan putusan tersebut, sehingga tercapai sasarannya
ialah mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik

yang patuh pada hukum.

Dengan adanya pengawasan tersebut akan lebih mendekatkan
pengadilan tidak saja dengan kejaksaan, tetapi juga dengan
pemasyarakatan. Pengawasan tersebut menempatkan pemasyarakatan
dalam rangkaian proses pidana dan memberi tugas pada hakim untuk

tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya.

Demikian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
tersebut ditentukan bahwa pada tiap-tiap pengadilan negeri dari para

hakim yang ada, ditunjuk beberapa hakim khusus untuk membantu
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ketua pengadilan negeri tersebut untuk melakukan pengawasan dan
pengamatan terhadap pelaksanaan putusan-putusan pengadilan yang
berupa hukuman perampasan kemerdekaan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

Hakim yang bertugas khusus tersebut melakukan pengawasan
dan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani pidana
penjara/kurungan dalam lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan
sebagai pelaksanaan dari putusan hakim pengadilan negeri tersebut,
tentang kelakuan mereka masing-masing maupun tentang perlakuan
para petugas pengasuh dari lembaga pemasyarakatan tersebut terhadap

diri para narapidana yang dimaksud.

Dengan ikut campurnya hakim dalam pengawasan yang
dimaksud, maka selain hakim akan dapat mengetahui sampai dimana
putusan pengadilan itu tampak hasil baik buruknya pada diri
narapidana masing-masing yang bersangkutan, juga penting bagi
penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan pada

umumnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pokok

pengamatan dan pengawasan adalah sebagai berikut :

a. Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan

pengadilan yang ditanda tangani olehnya, kepala lembaga
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pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus
perkara pada tingkat pertama (Pasal 278 KUHAP).

. Panitera mencatat dalam register pengawasan dan pengamatan.
Register ini wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh
panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui ditanda-tangani juga
oleh hakim pengawas dan pengamat (Pasal 279 KUHAP).

Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna
memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Pengamatan tersebut digunakan sebagai
bahan penelitian demi ketepatan yang bermanfaat bagi
pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku para narapidana atau
pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik
terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Pengamatan
tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana
(Pasal 280 KUHAP).

. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga
pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau
sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada

dalam pengamatan hakim tersebut (Pasal 281 KUHAP).
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